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KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat
kanunianya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Periode

2016 — 2021.

Dalam mendukung Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016 - 2021, maka Badan Kesbangpol
Kota Bontang perlu membuat Rencana Strategis SKPD merupakan acuan

penentuan program pada tahun 2016 - 2021.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini secara garis besarnya mengupas
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2016 -
2021. Didalam Renstra ini diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan
kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik,
menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah
di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi
dan organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah,

partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan arah kebijakan dan program
pembangunan Pemerintah sebagai urusan pemerintah dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terinci, terarah, terukur dan dapat
dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Serta dapat
mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota antara

Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
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Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terimakasih kepada
semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) ini.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bontang
disusun untuk menjadi arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah
sebagai urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun
2016 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan
dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan

Program Prioritasnya.

Bontang, ......ccccoeiiiiiieeennn. 2016

KepalaBadanKesbangpol,

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
NIP. 19700419 199803 1 005
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Perencanaan pembangunan Kota Bontang sebagai upaya untuk meningkatkan
sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kota Bontang menjadi pedoman
bagi seluruh pemangku kepentingandalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota
Bontang di 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016-2021.
RPJMD Kota Bontang 2016-2021 merupakan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., dengan berpedoman
kepada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 — 2025.

Penyusunan dokumen RPJMD Kota Bontang 2016-2021 telah diselaraskan
dengan berbagai dokumen terkait lainnya , yaitu:

1. Dokumen Evaluasi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016;

2. Dokumen Evaluasi RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 Tahap Il

3. Dokumen Laporan Kajian Akademis Penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-
2021;

4. Dokumen Visi dan Misi calon Walikota Kota Bontang terpilih Tahun 2016-2021;

5. Musrenbang RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)sebagai
pelaksana teknis pembangunan dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya
berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.Adapun rujukan teknis
penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) adalah Permendagri 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional, dan pembangunan nasional akan terus berlangsung secara berkesinambungan
dan bertahap untuk menuju cita-cita nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional dan didaerah, termasuk Kota

11



&= Rencana Strategis 2016-2021

Bontang harus dilakukan secara bertahap, oleh karena dibatasi oleh ketersediaan
sumberdaya. Berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya tersebut, maka pembangunan
harus direncanakan secara seksama dan disusun dalam urutan prioritas. Sehingga perlu

disusun renstrapembangunan oleh SKPD.

Renstra SKPD merupakan rancangan program kerja jangka menengah (5 tahun)
yang implementasinya secara konsisten akan mewujudkan kinerja SKPD secara optimal.
Restra memuat visi dan misi SKPD yang dijabarkan hingga menjadi program dan kegiatan.
Kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh SKPD disusun dalam skala prioritas, agar
kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai

kendala yang mungkin dihadapi, khususnya keterbatasan sumber pendanaan.

Fungsi Renstra SKPD dalam pembangunan, selain berfungsi sebagai perencanaan
internal SKPD seperti diuraikan di atas, juga berperan untuk merealisasikan tugas
pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. Jadi Renstra SKPD
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Renstra SKPD lainnya, dan secara sinergi

bertujuan untuk mensukseskan pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra SKPD melalui tahapan yang cukup panjang, namun proses
tersebut secara umum mengikuti alur pikir seperti terlihat pada Gambar 1. Secara
mendalam, penyusunan Renstra SKPD memperhatikan dan merujuk pada beberapa
dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.

1.2. LandasanHukum

Renstra Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun2016 - 2021 disusun dengan

landasan hukum dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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4.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 — 2014;

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 pengubahan dari Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005 — 2025.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daeah Lembaga Teknis;

Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang.
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Gambar 1. Bagan Alir Proses Penyusunan Rancangan Renstra

Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dokumen RPJMD Kota Bontang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota

Bontang yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Bontang dan RPJM Provinsi
Kalimantan Timur dengan memperhatikan RPJM Nasional serta memuat arah kebijakan umum
dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja, kebijakan umum dan program
kewilayahan
. RPJMD Kota Bontang yang berisi rencana pembangunan lima tahunan merupakan acuan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untukmenyusun rencana strategi SKPD
yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dengan demikian dalam penyusunan rencana pembangunan yang terkait dengan proses
penganggaran pada penyusunan RKPD harus melihat program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam tahapan-tahapan perencanaan tahunan yang tercantum dalam matrik RPJMD

Kota Bontang.
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Gambar 2. Posisi Renstra dalam Sistem Perencanaan

.
.

Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang
Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan
program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong
terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh
Walikota/Wakil Walikota Bontang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politikk dan Kota
Bontang Tahun 2016 - 2021,adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Walikota/Wakil
Walikota Bontang ke dalam arah kebijakan dan program serta kegiatan

pembangunan Badan Kesbangpol Kota Bontang periode tahun 2016 - 2021;

15
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2.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

dengan sumber dana APBD Kota Bontang;

Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antara
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Pusat;

Sebagai tolok ukur untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja dan mengevaluasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan KesbangpolKota Bontang;

1.4. Sistematika dan Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
1-1 Latar Belakang
1-2 Landasan Hukum
1-3 Maksud dan Tujuan
1-4 Sistematika Penulisan
BAB I GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2011 - 2016
2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Tahun 2011 - 2016
24 Tantangan, Peluang dan Pengembangan ~ Program SKPD
BAB 1II. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 |dentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Kota Bontang
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN  KEBIJAKAN
41  Visidan Misi SKPD
42  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
43  Strategi dan Kebijakan

BAB V.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR  KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BABVI . INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA  TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
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BABII

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan kebijakan pemerintah Daerah Kota Bontang yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.1.Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Bontang mempunyai Tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan yang ditetapkan

oleh kepala daerah dan mensukseskan pembangunan daerah.

2.1.2.Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Kota Bontang dalam menyelenggarakan

tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Bina

Idiologi dan Politik;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Bina
Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;

c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

21.3. Susunan Organisasi

Berdasar pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis menyebutkan bahwa, susunan organisasi Badan Kesbangpol Kota
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2.2,

Bontang terdiri dari 1 (satu) Sekretaris,2 (dua) Kepala Bidang, 2 ( Dua ) Kepala Sub

Bagian, dan 4 (empat) Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional, dengan

Rincian sebagai berikut:

1) Sekretaris, membawahi :
(1)  SubBagian Umum;
(2)  Sub Bagian Perencanaan Program &Keuangan;

2) Bidang Kesatuan Bangsa & Demokrasi, membawahi :
(1)  SubBidang Pembauran Bangsa & Wawasan Kebangsaan;
(2)  Sub Bidang Demokrasi & HAM;

3) Bidang Idiologi dan Politik, membawahi :
(1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
(2)  Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Pemilu;

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya SKPD

berikut:
Eselon ll/b : 1 orang
Eselon lll/a : 1 orang
Eselon llI/b : 2 orang
Eselon IV/a : 6 orang
Pelaksana (PNS) : 15 orang
Non PNS : 13orang

golongan/kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.1. dan Tabel 2.2.2,

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bontang pada kondisi Tahun 2016 berjumlah 41 orang, dengan rincian sebagai

Rincian pegawai Badan Kesbangpol Kota Bontang menurut pendidikan dan

19
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Tabel 2.2.1.
Pegawai Badan Kesbangpol Kota BontangMenurut Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai
No Pendidikan
(Orang) (%)
1 SD - 2,63
2 SLTP 2 2,63
3 SLTA 15 39,50
4 D.l
5 D.ll
6 D.II 5 13,20
7 S 12 31,60
8 S.2 4 10,53
Jumlah 38 100,00

Sumber : Subbag Umum Kesbangpol Kota Bontang (Tahun 2016)

Tabel 2.2.2
Pegawai Badan Kesbangpol Kota BontangMenurut Golongan / Ruang
Jumlah Pegawai

No Keterangan

Golongan/Ruang (Orang) (%)
1 Non Golongan 13 34,20 NON PNS
2 l/c - -
3 |/d 1 2,60
4 Il/a - -
5 II/b 1 2,60
6 Il/c 4 10,50
7 II/d 5 13,20
8 Il/a 1 2,60
9 I11/b 3 7,90
10 lll/c - -
11 I11/d 6 15,80
12 IV/a 1 2,60
13 IV/b 3 7,90

JUMLAH 38 100

Sumber : Subbag Umum Kesbangpol Kota Bontang (Tahun 2016)
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Data Sarana dan Prasarana Badan Kesbangol Kota Bontang di Tahun 2015 sebagai

berikut :
Tabel 2.2.3
Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Tahun 2015
No Jenis Sarana/Prasarana Jumlah Sarana/Prasarana
(Tahun 2015) Unit Rupiah

1 Tanah -
2 Bangunan dan Gedung -
3 Peralatan dan Mesin 120 2.735.774.150,-
4 Jaringan Irigasi -
5 Aset Tetap Lainnya - 11.422.800,-

Total 120 2.769.177.973 -

Sumber : Laporan Akhir Tahun Badan Kesbangpol KotaBontang (Tahun 2015)

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Penerapan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management),
mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu
merumuskan dan menetapkan indikator — indicator kinerja yang memenuhi criteria indikator
yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerj amasing-masing instansi pemerintah. Acuan
indikator kinerja tingkat nasional yang dapat digunakan adalah SPM (standar pelayanan
minimal) yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga, atau Lampiran | Permendagri Nomor
54 tahun 2010.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang sebagai SKPD mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa,
Politik Dalam Negeri dengan menjaga stabilitas daerah agar terbebas dari ancaman dan
ganguan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta meningkatkan etika

berpolitik, berbudaya, berdemokrasi, dan jiwa nasionalisme.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Badan Kesbangpol Kota Bontang yang telah
dilaksanakan dalam periode tahun 2011 - 2016 adalah seperti tertera pada Tabel 2.3.1
berikut:
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Tabel 2.3.1
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KOTA BONTANG
Indikator Kinerja Tar Ta;ge o ) . .
sesuai Tugas Targe _ Terget Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
" get Indika
dan Fungsi t SPM .
SKPD IKK | torLai
nnya 2011 2012 2013 2014 | 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jumlah kegiatan
pembinaan
terhadap LSM, 20 20 20 20 20 3 6 5 75 59 15 30 25 100 100
Ormas dan OKP
Kegiatan
pembinaan 10 10 15 10 15 4 7 11 7 29 40 70 73 70 100
politik daerah
Jumlah Linmas
per Jumlah .
10.000 49 49,2 495 49,8 50 60 60 56 45 100 100 100 90
penduduk
Petugas
perlindungan 20 45 50 55 60 10 20 30 4 - 25 4 60 73
masyarakat
(Linmas) di Kota
Jumlah LSM 52 62 77 87 90 66 77 48 75 59 100 100 100 86 65
Angka
kriminalitas 305 315 350 300 345 405 291 162 143 - 100 100 100 100
setiap tahun
Jumiah demo 10 12 2 3% 3% 5 4 7 11 100 100 100 100
per tahun
Jumlah
penanganan 1 1 1 1 1 12 1 16 17 - 100 100 100 100
bencana
Angka
Kriminalitas 20
yang tertangani
Jumlah Kader 60
Pembauran
Jumlah Forum
Dialog Publik 25 25 33 28 100

Kinerja Badan Kesbangpol seperti tertera pada Tabel 2.3.1Pada Tahun 2011 sd
2015adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan peraturan daerah nomenklatur Badan Kesbangpol dan Linmas
menjadi Badan Kesbangpol sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7
Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Sesuai dengan kondisi kinerja awal periode RPJMDtahun 2011 bahwa indikator
kinerja awal memuat kegiatan Perlindungan Masyarakat, seiring dengan perubahan
nomenklatur maka indikator kinerja Kesbangpol memuat Forum Dialog Publik,
pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan Kegiatan Pembinaan Politik di
Daerah.

3. Adanya kenaikan dan penurunan dari Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
hal ini disebabkan adanya aturan Permendagri No. 33 Tahun 2012 memuat
persyaratan Surat Keterangan Terdaftar dan adanya UU No. 17 Tahun 2013
berkaitan dengan kebebasan berorganisasi.
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24,

4.

Penurunan dan Kenaikan pada kegiatan pembinaan politik disebabkan adanya
keberadaan partai politik di Kota Bontang dan kurangnya adanya sosialisasi dari
partai ke masyarakat.

Indikator kinerja Badan Kesbangpol Kota Bontang selama lima tahun terakhir yang
perlu mendapat perhatian adanya perlu peningkatan pembinaan LSM, Ormas dan
OPK, politk daerah dan jumlah forum dialog publik sehingga Tupoksi Badan
Kesbangpol dapat berjalan sesuai dengan pembinaan dinamika kehidupan sosial
masyarakat.

Keterbatasan anggaran pada Kesbangpol berdampak pada jumlah kegiatan yang
dapat dilakukan oleh SKPD.Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Badan
Kesbangpol Kota Bontang, terlihat pada Tabel 2.3.2. Anggaran dan realisasi
pendanaan pada pelayanan Badan Kesbangpol Kota Bontang mengalami fluktuatif
akibat adanya efisiensi anggaran dari tahun 2014 sd 2015.

Fluktuatif terhadap realisasi anggaran terjadi karena ketidakoptimalan realisasi

keuangan yang disebabkan adanya masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat adanya

sisa anggaran kegiatan.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, tantangan dan

sekaligus peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD ini adalah berkaitan dengan

pembinaan dinamika kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, dinamika kehidupan sosial

masyarakat tersebut dinilai berdasarkan tolok ukur. Tolak ukur sebagai dasar indikator

kinerja Badan Kesbangpol pada tahun 2011 sd 2016 adalah sebagai berikut :

1.

o B~ LN

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormasdan OKP

Kegiatan pembinaan politik daerah

Jumah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan indikator kinerja pada tahun 2011 sd 2016 dan berdasarkan

hasil analisis Kesbangpol Provinsi Kaltim, pada urusan keormasan terdapat kenaikan dan

penurunan dari pembinaan terhadap keormasan. Hingga tahun 2014 tolak ukur indikator

kinerja Kesbangpol masih memuat urusan Perlindungan msyarakat.
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Perubahan indikator dilakukan seiring dengan adanya Perubahan Perda Kota

Bontang Nomor 7 Tahun 2008 yaitu Perda Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014. Dengan

indikator kinerja sebagai berikut :

1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

3. Forum Dialog Politik

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam menjalankan Tugas

Pokok dab Fungsi (Tupoksi) sebagai SKPD pada tahun 2016 sd 2021 adalah

1. Melakukan perlindungan terhadap Masyarakat Kota Bontang aman dari berbagai
gangguan kriminalitas, bencana alam, kerusuhan yang mungkin terjadi akibat
implementasi demokrasi dan kegiatan politik praktis, seperti pada saat kampanye
pemilu dan pemilukada.

2. Tantangan dan permasalahan berkenaan dengan capaian kinerja urusan
pemerintahan dalam negeri untuk tantangan ke depan yang perlu disikapi adalah
belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan
budaya politik, dinamika politk dalam negeri dan hubungan antar lembaga negara
dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

3. Perlu kejelasan kelembagaan yang menangani urusan kesbangpol menjadi urusan
pemerintahan umum (kelembagaan, personil, kewenangan dan lain-lain).

4. Peningkatan kualitas isi dan keterbukaan informasi publik dan politik pejabat
pemerintah pusat dan daerah.

5. Pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan melalui kegiatan sosialisasi.

Peluang yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam lima tahun yang akan datang
adalah :

1. Adanya konstribusi dari forum-forum dengan adanya peningkatan komunikasi dan
dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai
persoalan kemasyarakatan termasuk konflik sosial.

2. Himbauan Kemendagri dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj
Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dalam
pembentukan organisasi perangkat daerah yang diselenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Peningkatan pendidikan politik.

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut dengan mengoptimalkan
pemanfaatan potensi yang dimiliki. Kesbangpol diharapkan responsif, kreatif dan inovatif
agar mampu menjawab perubahan dan tantangan untuk mewujudkan strategi perencanaan

yang berkualitas.
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Pendekatan yang ditempuh adalah melalui peningkatan kapasitas, memantapkan
kelembagaan serta kemitraan kebangsaan serta dapat berkoordinasi dan komunikasi antar

pemangku kepentingan.
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BAB Il

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi
fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini mempunyai
pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima
tahun mendatang.

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota di bidang kesatuan
bangsa, demokrasi dan politik Kota Bontang memiliki peran penting dalam pembinaan
organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya
sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif, selain itu kesamaan
pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat tentunya juga sangat diperlukan
agar tercipta saling toleransi dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil identifikasi isu dan permasalahan yang diperoleh melalui amanat
dari Pusat dan Provinsi dan yang diperoleh dari aspirasi masyarakat melalui musrembang
dilakukan analisis dalam penentuan prioritas dalam masing-masing aspek sesuai hasil
analisis penentuan isu prioritas pada penentuan hasil rancangan rencana pembangunan
jangka menengah daerah kota bontang 2016 — 2021.

Badan Kesbangpol dalam amanat Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 dalam
urusan pemerintahan umum kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan
mempunyai yang berkaitan dengan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai pancasila,
UU 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, di
dalam pelaksanaannya Bupati/ Walikota dibantu oleh instansi vertikal Kemendagri. Maktub
dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2014 bahwa Badan Kesbangpol akan
diambil alih oleh Pusat. Pada Tahun 2016 ini hingga 2017 berdasarkan surat dari
Kemendagri bahwa terdapat penundaan penetapan rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Umum.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan akar permasalahan
pembangunan daerah yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, maka permasalahan
pembangunan di Kota Bontang — khususnya yang berkaitan dengan aspek Kesbangpol
dapat diidentifikasi berdasarkan fakta atau kondisi aktual kehidupan masyarakat sehari-hari,
seperti :
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3.2.

1) Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kecendrungan terdapat
pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia.

2) Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan
nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.

3) Euforia demokrasi secara berlebihan.

4) Masih minimnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, beretika dan
bermoral bangsa dalam peran serta pembangunan.

5) Meningkatnya gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme
dan sumber daya ekonomi.

6) Meningkatnya jumlah penyakit masyarakat akibat masuknya budaya dari luar dan kurangnya
aturan secara tegas dalam pemberantasannya.

7) Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul.

8) Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politk menjalankan peran
dan fungsi politik dalam masyarakat.

9) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena ketersediaan
sumber daya belum sepenuhnya terdukung.

10)Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat antara lain
disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan kewajiban warga
Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik.

11)Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk
pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih

rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Badan Kesatuan Bangsa dan Politk mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik,

dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang

bina ideologi dan politik.

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
bina kesatuan bangsa dan demokrasi.

3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
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Telaahan visi dan misi serta program Kepala Daerah terpilih periode 2011 — 2016 yaitu

dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Bontang yang Berbudi Luhur, Maju. Adil dan Sejahtera *

dan misi sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia
dan profesional

Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik (good Goverment)

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Memperkuat struktur ekonomi Kota Bontang dengan cara mempercepat pemenuhan

kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya.

Sedangkan telaahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2016 — 2021 yaitu

dengan visi “ Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu

pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat’.

Melalui Misi Kepala Daerah yang berkesinambungan dengan Kesbangpol yaitu Misi 2 Menjadikan

Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka

permasalahan dalam pelayanan SKPD, yaitu sebagai berikut :

1.

Permasalahan pelayanan SKPD vyaitu minimnya kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas OKP

Penghambat yaitu tidak terpenuhinya data based ormas yang aktual, kurangnya
sosialisasi berkaitan dengan aturan ormas dan sumber daya yang tersedia

Pendorong vyaitu pembuatan sistem manual untuk penunjang data based ormas,
membuat informasi masyarakat melalui web site, penambahan anggaran dan perlunya
peningkatan SDM berkaitan dengan pengetahuan keormasan.

Permasalahan kedua yaitu Belum tertatanya struktur politik dan kurangnya pendidikan
politik.

Penghambat yaitu belum optimal peran dan fungsi lembaga politik daerah

Pendorong yaitu peningkatan pendidikan politik di daerah dan peningkatan Sumber daya
manusia partai politik.

Permasalahan ketiga yaitu Belum optimalnya kualitas isi dan keterbukaan informasi
publik.

Penghambat yaitu belum optimalnya penguatan dialog dengan forum dan organisasi
masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan pencegahan dini

Pendorong yaitu peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan dialog publik
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Berdasarkan permasalahan, penghambat dan faktor pendorong maka dapat terjabarkan
di dalam Analisis lingkungan internal dengan pencermatan (scanning) terhadap
lingkungan organisasi, berdasarkan nilai-nilai tersebut di atas mengindentifikasikan

kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan (S) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, yang meliputi :
a. Adanya komitmen yang kuat dari unsur pimpinan.
b. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan.

c. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup menunjang.

2. Kelemahan (W) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, antara
lain :
a) Masih rendahnya SDM.
b) Belum memiliki Standar Operasional Prosedur.

c) Adanya perbedaan nomenklatur antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Analisis lingkungan eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang

dihadapi yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman, yaitu sebagai berikut :

1. Peluang (O) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kota Bontang, yang

meliputi :

a. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memayungi pelaksanaan
tugas.
b. Banyaknya diklat dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

c. Banyaknya informasi sangat memudahkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Ancaman (T) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, antara lain :
a. Pengaruh negatif globalisasi, munculnya gejala ideologi yang bertentangan
dengan Pancasila dan banyaknya penyakit masyarakat yang timbul.
b. Semakin menurunnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air dimasyarakat.
c. Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis, serta masih terdapat
kecenderungan untuk melakukan berbagai bentuk rekayasa politik sebagai akibat

dari kultur politik masa lalu yang belum sepenuhnya dapat ditinggalkan.
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ANALISIS STRATEGIK DENGAN FAKTOR SWOT

ALI

ALE

Adanya peraturan perundang-
undangan yang dapat memayungi
pelaksanaan tugas.

Banyaknya diklat dan pelatihan
yang dilaksanakan oleh pihak
ketiga.

Banyaknya Informasi dalam
pelaksanaan pekerjaan.

Pengaruh negative globalisasi dan
munculnya gejala ideology yang
bertentangan dengan Pancasila
Semakin menurunnya semangat
kebangsaan dan cinta tanah air di
masyarakat.

Kehidupan politik yang belum
sepenuhnya demokratis, serta
masih terdapat kecenderungan
untuk melakukan berbagai bentuk
rekayasa politik sebagai akibat dari
kultur politik masa lalu yang belum
sepenuhnya dapat ditinggalkan.

Masih rendahnya SDM  pada
Badan Kesbangpol

Belum menmiliki Standar
Operasional dan Prosedur dalam
pelaksanaan kegiatan.

. Adanya perbedaan nomenklatur

yang cukup signifikan antara
pusat, provinsi dan kabupaten/
kota.

Dengan adanya peraturan
perundang-undangan yang
memayungi, tingkatkan
kemampuan SDM

Dengan adanya diklat dan
pelatihan yang dilaksanakan oleh
pihak ketiga, ikutkan aparatur
kesbang guna dapat menyusun
standar operasional dan prosedur
untuk meningkatkan pelaksnaan
pekerjaan.

Dengan pesatnya informasi, atasi
perbedaan nomenklatur untuk
memudahkan pelaksanaan tugas.

Tingkatkan kemampuan SDM,
guna menangkal pengaruh
negative globalisasi dan ideology
yang bertentangan dengan
Pancasila.

Buat SOP untuk pelaksanaan
pekerjaan.

Perkecil/hindari perbedaan
nomenklatur untuk meningkatkan
kehidupan berpolitik di
masyarakat.
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3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi

Kalimantan Timur
3.3.1. Telaahan Renstra Ditjen Kesbangpol dan PUM Kementerian Dalam Negeri

Dari rancangan RPJM Ditjen Kesbangpol, tergambar bahwa luasnya cakupan
Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dan PUM sesuai dengan amanat Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014, dimana terdapat perubahan urusan Pemerintahan Umum

dengan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

e Pembinaan wawasan kebangsan dan empat konsensus dasar kehidupan
berbangsa dan bernegara.

e Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

e Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya dan kemasyarakatan serta pembinaan
kerukunan nasional (SARA)

e  Penanganan konflik.

o  Politik dalam negeri.

Beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Ditjen

Kesbangpol dan PUM, sebagai berikut :

e Program yang berkaitan dengan |deologi dan Wawasan Kebangsaan

e  Program yang berkaitan dengan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Pemilu

e  Program yang berkaitan dengan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik

e Program yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Kemasyarakatan.

e Program yang berkaitan dengan Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.

Dalam pelaksanaan dalam rencana menjalankan program kegiatan tersebut
diatas dibantu dengan Forum Komunitas Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan
Instansi Unsur Badan Inteligen Negara (BIN) di daerah. Regulasi pelaksanaan program
kegiatan belum dijalankan oleh pusat hal disebabkan adanya penundaan keluarnya

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

3.3.2. Telaahan Renstra Kesbangpol Prov Kalimantan Timur

Isu-isu strategis yang diprioritaskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur selama periode (2013 - 2018), yaitu :

1) Masih tingginya penggunaan Napza, Miras dan Penyakit Masyarakat (Pekat).
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10)

1)

12)

13)

Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.

Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politik menjalankan

peran dan fungsi politik dalam masyarakat.

Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena ketersediaan

sumber daya belum sepenuhnya terdukung.

Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat
antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan

kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik.

Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk
pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih

rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan.

Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan beberapa
daerah yang antara lain disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum dan

tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

Masih tingginya angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat, antara lain disebabkan oleh tindak kejahatan, pelanggaran hukum

dan keterbatasan petugas serta kesadaran hukum masih rendah.

Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan
ketertiban dan keamanan, antara lain disebabkan rendahnya partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum dan keterbatasan aparatur pemerintah daerah.

Eskalasi politik akan meningkat ketika memasuki hari-hari terakhir kampanye
sehingga dapat memancing hal-hal yang tidak diinginkan.

Peristiwa politik tidak sekitar memicu potensi konflik yang sudah ada, tetapi juga
bisa memperkeras struktur konflik dalam tubuh partai politik dan politis.
Banyaknya dampak yang timbul akibat dari kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah di bidang perekonomian.

Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi
secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan
hidup bermasyarakat dan berbangsa serta lemahnya daya tangkal masyarakat

terhadap penetrasi asing.
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Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1)

Tujuan: terwujudnya kebijakan/keputusan sistem politkyang demokratis dimana
Pemerintah sebagai mitra dalam hubungan social of changes dan social of

controle agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balances yang dinamis).

Sasaran:tercapainya pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah,
pengembangan budaya politk demokratis, tercapainya peningkatan kemandirian

infra struktur politik dan tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis.

Tujuan:terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi
nasional dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Sasaran:terciptanya kerukunan umat beragama diKalimantan Timur, terciptanya
pembauran bangsa dan mantapnya wawasan kebangsaan, tumbuhnya
kesadaran bela Negara di berbagai lapisan masyarakat, serta terwujudnya
kebijakan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing dan

lembaga asing di Kalimantan Timur.

Tujuan: terwujudnya pelaksanaan kebijakan/keputusan dalam fasilitasi

pemberdayaan sosial ekonomi serta pengembangan sumber daya pranata sosial.

Sasaran:terwujudnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat melalui, baik
menyangkut sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi

dan ketahanan ormas perekonomian.

Tujuan: terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan
penanganan bencana dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi
kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca
konflik.

Sasaran:Terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur, dan

terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tujuan: terwujudnya pelayanan yang optimal.

Sasaran:tersedianya aparat yang profesional dan terampil, guna menunjang
mekanisme kerja yang harmonis hingga terlaksananya program kerja dan
kegiatan.
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Sementara kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya, yaitu:

1)

Mengembangkan sistem politk yang demokratis, yang ditopang dengan
kemandirian inpra struktur politik, mantapnya interaksi politik antara inpra struktur
dan supra struktur politik, serta makin demokratisnya sikap dan perilaku politik
masyarakat.

Memantapkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa di
segala aspek kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kewaspadaan nasional
dan ketahanan bangsa, menumbuhkan bela Negara dan cinta tanah air,
meningkatkan pelayanan bagi orang asing dan lembaga asing sekaligus
mengantisipasi dan memfasilitasi dan mensikapi kemungkinan terjadinya ekses
dari kehadiran orang asing dan lembaga asing di Kalimantan Timur.
Meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat daerah melalui upaya
antisipasi  dampak kebijakan pemerintah di bidang ketahanan sosial dan
ekonomi di Kalimantan Timur.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bahaya
bencana, mendeteksi dan menganalisis gejala awal terjadinya konflik yang
mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap keamanan masyarakat.

Meningkatkan SDM aparatur, mewujudkan fasilitas penunjang aktivitas kerja.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kota Bontang mempunyai luas wilayah 49.757 Hektar ( 4 Mil laut) dengan komposisi

sebagai berikut :

Daratan dengan luas 14.780 Ha (29.71%) terdiri dari :

+ Kawasan hutan lindung / TNK :5.950 Ha (11,96 %)
+ PT. Badak NGL :1.572 Ha( 3.15%)
+ PT. Pupuk Kaltim :2.010 Ha (4,04 %)
+ Areal Efektif untuk Pembangunan :5.248 Ha (10,56 %)
Luas Lautan : 34.977 Ha (70,29 % )

Letak Geografis Wilayah Kota Bontang 117023 0-117 038 ©BT: 0001 -0014 O LU,

dengan ketinggian 0 - 106 M di atas permukaan laut.

Kota Bontang juga diapit oleh hutan lindung di sebelah Selatan dan TNK di sebelah Utara.

Secara Administratif Kota Bontang memiliki batas wilayah sebagai berikut :
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» Utara : Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur
» Selatan: Kecamatan Marangkayu kab. Kutai Kertanegara

> Timur : Selat Makassar

» Barat : Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur

Kota Bontang memiliki sungai Bontang yang membentang dari barat atau dari kawasan
Taman Nasional Kutai (Kab. Kutai Timur) dan bercabang ke sungai Guntung, terusan

siagian, dan bermuara pula di Kelurahan Bontang Kuala.

Dengan begitu pesatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan
Kota Bontang dan ketersediaan lahan yang terbatas, maka beberapa tahun belakang
sebagian penduduk ada yang memanfaatkan lahan kosong yang seharusnya menjadi jalur
hijau didirikan rumah tinggal. Hal tersebut tentu sangat tidak baik karena tiang-tiang

bangunan yang ada disungai dapat menghambat aliran air dan dapat menyebabkan banijir.

Selain itu adanya perambahan dan aktifitas masyarakat di Taman Nasional Kutai (TNK)
menambah berkurangnya daerah resapan di hulu sungai, sehingga hujan yang turun
langsung menuju sungai dan jika curah hujan tinggi di hulu sungai Bontang / TNK, maka
akan berdampak banijir di sepanjang aliran sungai bontang, adapun daerah-daerah yang

rawan banjir yaitu Kelurahan Kanaan, Gunung Telihan, Guntung, dan Api-Api.

Ada beberapa wilayah di Kota Bontang yang juga berpotensi rawan banijir rob atau banjir
air laut, seperti Kelurahan Bontang Kuala, Guntung (gusung), Gunung Elai (tanjung limau)

dan Loktuan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang.Selain itu, isu strategis adalah suatu kondisi/kejadian
yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka

panjang.

Hasil analisis penentuan isu-isu prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
tiga kecamatan, secara keseluruhan isu-isu prioritas pembangunan yang harus ditangani

dalamlima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
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1. Aspek Ekonomi

Masih rendahhnya kontribusi perekonomian yang berbasis sektor maritim, seperti
pengembangan pariwisata bahari, pengembangan kegiatan budidayarumput laut dan
ikan, indutsri pengolahan hasil perikanan (ikan dan rumputlaut), transportasi laut.
Permasalahan transportasi menuju Kota Bontang belum efisein, sepertitransportasi
darat dan transportasi udara.

Pemasaran produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat belum optimal.

2. Aspek Lingkungan

Permasalan banjir tahunan masih menjadi prioritas penanganan lima tahunan.
Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup masih rendah

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih rendah

Potensi pencemaran limbah industri baik darat, laut dan udara.

Kelangkaan sumber daya air .

3. Aspek Sumber Daya manusia

Kualitas pendidikan masyarakat Bontang umumnya masih rendah.

Prasarana dan sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan masih
perlu ditingkatkan.

Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan pasca pelatihan kepada masyarakat

belum optimal.

Seiring penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bontang 2016 — 2021 dari ketiga aspek yang utama adalah pada aspek sumber daya

manusia dan sosial kelembagaan, pada aspek kerukunan beragama dimana masyarakat

kota bontang sangat heterogen tertama dengan banyaknya pendatang, sehingga

keragaman agama dianut oleh masyarakat. Untuk menghindar konflik antar pemeluk

agama,perlu peningkatan pemahaman dan pengalaman ajaran agama agar para

pemeluknya memiliki landasan moral dan etika untuk berperan serta dalam pembangunan.
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strategispembangunan aspek Kesbangpoldengan kriteria yang

Selanjutnya  berdasarkan  permasalahan, dilakukan  penetapan

Permendagri Nomor 54 tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.5.1.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

iSu-isu

berpedoman pada

No Kriteria Bobot

1 Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran 2
Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota

2 Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Total 100

Sumber: Lampiran IV Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas (Tabel 3.5.1) selanjutnya dilakukan penilaian terhadap

isu-isu strategis yang telah teridenti-fikasi untuk ditetapkan sebagai isu-isu strategis

pembangunan di Kota Bontang untuk lima tahun mendatang. Penetapan isu-isu strategis

dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai bobot untuk masing-masing kriteria yang sesuai

dengan isu yang teridentifikasi, seperti tertera pada Tabel 3.5.2 sebagai berikut:
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Tabel 3.5.2

Penetapan Isu Strategis Berdasarkan Nilai Skor Kriteria

Nilai Kriteria ke- Total
No Isu Strategis Teridentifikasi Skor
1 2 | 3|4 /5|6
(1) (2) @)@ |6 |6 |@]@©) ] O
1 | Pelayanan kepada masyarakat 5] - [ 15110 | 5 - 45
Peristwa gangguan keamanan yang 30
2 | berlatar belakang ideologi radikal, isu | 5 | 5 5 5 5 | 5
separatisme dan sumber daya ekonomi
3 | Konflik berlatar belakang sara 10110 { 10 | 10 | 10 | 5 55
4 | Penyakit Masyarakat 10| 5 5 |10 | 5 5 40
5 | Kurangnya Pembinaan terhadapormas | 10 | 5 | 10 | 5 5 | 10 45
6 | Belum Optimalnya Pendidikan Politik 5 10| 5 |10 | 10 | 10 45

Berdasarkan penilaian terhadap isu-isu strategis yang telah teridentifikasi

berkembang di Kota Bontang dan sesuai pula dengan aspek Kesbangpol, maka rangking

isu-isu setrategis yang harus menjadi perhatian Badan Kesbangpol Kota Bontang untuk

lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1

W N

)
)
)
4)

Optimalisasi peran tim terpadu penanganan konflik sosial

Mengembangkan kehidupan de mokrasi berdasarkan pancasila.

Pembinaan khusus dan penggalangan pada toga, todat, tomas di lingkungan Bontang.
Pencegahan konplik masyarakat bernuansa SARA, melalui kegiatan pembinaan LSM,
OKP, dan Parpol.

Pelaksanaan pendidikan politik.

Pemantapan dukungan terhadap penanganan gangguan penyakit masyarakat
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi
pedoman bagi seluruh jajaran SKPDdalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi pembangunan.
Renstra SKPD disusun sebagai upayamenterjemahkan amanat RPJMD 2016 - 2021 Kota
Bontang, sebagai gerak dan langkah menuju kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu lima
tahun mendatang dengan memperhitungkan semua kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman

yang ada.

Renstra SKPD dalam kaitan ini dapat dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan dan
program Pemerintah Kota Bontang dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat
pelaksana pada jajaran Badan Kesbangpol Kota Bontang dalam melaksanakan tugas-tugas
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021.Operasionalisasi Renstra Badan Kesbangpol Kota Bontang diwujudkan

kedalam Visi dan Misi Badan sebagai dinyatakan berikut.

4.1. VisidanMisi SKPD
411.  Visi.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan untuk mewujudkan suatu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu
tertentu. Visi SKPD harus sejalan dengan Visi Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan

fungsi yang diembannya.

Sebagai upaya dan dukungan untuk mewujudkan visi Kota Bontang periode 2016 -
2021, yaitu:

“Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang
Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk

Kesejahteraan Masyarakat”

maka Badan Kesatuan Bangsa, Politk Kota Bontang menyusun visi sebagai
berikut:

“Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis”
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41.2. Misi

Sebagi upaya untuk mecapai Visi tersebut diatas dan untuk mewujudkan Misi
Kedua RPJMD 2016 - 2021Kota Bontang, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bontang menyusun Misi sebagai berikut :

% Mewujudkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, dan

sosial budaya.

X/
X4

Mewujudkan kerukunan masyarakat.

L)

33

S

Mewujudkan kehidupan demokrasi pancasila

%

% Mewujudkan sarana dan prasarana yang memadai dan aparatur profesional.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3.

4.31.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan
misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan
pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinayatakan dalam bentuk kualitatif,
sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat
digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian
pembangunan. Tujuan dan sasaran renstra Badan Kesbangpol Kota Bontang, ditetapkan
pada tabel 4.2.1.

Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi

Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai leading sektor di bidang Urusan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dimana tugas utama yang diemban dalam
RPMJD Pemerintah Kota Bontang periode tahun 2016 — 2021, dengan arah kebijakannya

secara global yaitu:

Memantapkan Stabilitas Keamanan dan Politik Daerah yang dilandasi oleh

semangat Kebangsaan serta Nilai-Nilai Pancasila.

Berdasarkan Misi RPJMD 2016 - 2021 Kota Bontang, tupoksi Badan
Kesbangpol Kota Bontang termasuk dalam Misi 2 yaitu “Menjadikan Kota Bontang

sebagai Smart City melalui kualitas sumber daya manusia”

Dalam mengemban tugas berdasar misi ke satu Pemerintah Kota Bontang
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Kota Bontang

menetapkan strategi dan kebijakan secara khusus, terdapat pada tabel 4.3.1.1.
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4.3.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mendukung arah kebijakan dan
strategi Kota Bontang Tahun 2016 — 2021 dan mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

a.  Berkurangnya jumlah peristiwa gangguan Keamanan yang berlatar belakang ideologi
radikal, isu separtisme, isu sara dan sumber daya ekonomi.

b.  Jumlah forum dialog publik

C. Presentase partisipasi politik masyarakat dalam pemilu

d.  Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
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BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penentuan indicator kinerja SKPD sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh SKPD yang berkaitan dan relevan dengan program-
program RPJMD, dengan demikian implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD yang dituangkan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bontang tahun 2016 - 2021
merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2016 -2021.

Tugas pokok vyang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol adalah membantu

Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan urusan bidang kesbangpol dengan fungsi:

1) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Bina
Idiologi dan Politik;

2) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Bina
Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;

3) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Mencermati Tupoksi Badan Kesbangpol tersebut diatas, maka kinerja hasil pelayanan
SKPD yang diharapkan adalah dapat memberikan pelayanan pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang Bina Idiologi dan Politik dan Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi.

Tujuan pada RPJMD vyaitu Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah dalam Kehidupan
Masyarakat Bontang yang Demokratis, sehingga di capai sasaran dari tujuan tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Penguatan dan Internalissai Ideologi Pancasila dan Nilai-nilai kebangsaan.
2. Peningkatan peran serta ormas Kota Bontang, dan
3. Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik.

Berdasarkan sasaran RPJMD diatas, maka indikator kinerja yang terkait langsung serta
target capaian setiap tahun yaitu termuat di tabel 6.1.
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Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KESBANGPOL KOTA BONTANG

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
NO Indikator Kinerja pada. a;val g P P pada akhir
RPOMD (20 periode RPJMD
(2016) 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Berkurangnya peristiwa gangguan keamanan yang berlatar
1 belakang ideologi radikal, isu separatisme, isu sara dan sumber 1 0 0 0 0 0 0 peristiwa
daya ekonomi
2 Jumlah forum dialog publik S S S S 5 5 5 kegiatan
3 Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 5 5 5 S 5 5 5 kegiatan
4 Persentase Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 0 0 20 65 0 65 65 persen
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